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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini di Indonesia mengalami perkembangan khususnya dalam bidang 

ekonomi dan bisnis, berdampak juga pada sektor dunia usaha. Perkembangan 

tersebut tentunya mengalami dampak terhadap peningkatan permintaan atas jasa 

audit. Berdasarkan peningkatan ini perusahaan akuntan publik harus dapat 

meningkatkan kinerja di segala aspek agar mampu bersaing, dimana banyaknya 

perusahaan besar dengan akuntan-akuntan berasal dari luar negeri yang masuk ke 

Indonesia.  

Beberapa faktor yang mendukung tingginya permintaan jasa audit di 

Indonesia adalah karena pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis, 

perkembangan pasar modal, serta adanya perundang-undangan atau berbagai 

peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 

permintaan jasa audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam negeri, dimana 

lapangan kerja untuk para auditor dalam negeri semakin menurun. Selain itu,  

adanya auditor dalam negeri yang mengalami kegagalan saat melakukan audit 

menyebabkan integritas dan objektivitas profesi para akuntan publik menjadi 

menurun. 

Profesi akuntan publik tentunya harus independen dalam melakukan audit 

untuk menguji laporan keuangan yang disajikan bebas sehingga tidak terjadi salah 

saji material dan memberikan opini audit menjadi baik. Jika auditor gagal dalam 

memberikan kepercayaan pada klien dan tidak bisa melindungi kepentingan 

publik maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa kantor-kantor akuntan publik 

tidak secara konsisten memberikan jasa audit berkualitas tinggi.  

Auditor di suatu KAP harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya serta dengan menjalankan langkah-langkah 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan selama pekerjaan lapangan 

berlangsung. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik 
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bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah 

diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik (Christine dkk, 2011). 

Auditor merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk merencanakan 

dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah 

laporan keuangan suatu perusahaan instansi itu bebas dari salah saji material, baik 

yang disebabkan oleh kesalahan atau bahkan kecurangan, maka sudah 

sepantasnya hal tersebut diberi perhatian lebih karena adanya suatu harapan yang 

tinggi terhadap kinerja auditor terutama dalam tahap perencanaan audit agar 

profesional dan independen dalam bidangnya. Seorang auditor harus memiliki 

pengetahuan dan keahlian khusus, sehingga dapat menjadi orang yang ahli dalam 

bidang auditing dan akuntansi. 

Beberapa kasus yang pernah terjadi terhadap kepercayaan akan auditor dan 

KAP menjadi sorotan publik di dalam maupun di luar negeri. Diantaranya kasus-

kasus berikut ini, dimuat oleh media online hukum 2 Mei 2001 mengenai 

pengakuan BPKP ada 10 KAP yang melanggar SPAP. Dari BPKP mengakui 

bahwa hasil laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai KAP yang 

melanggar ketentuan memang 70% sama dengan temuan BPKP. Persamaan itu, 

baik dari segi kebenaran maupun kelengkapan, setelah mengevaluasi 10 KAP 

yang melakukan audit terhadap 35 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). ICW 

mengaku ada 10 KAP terindikasi kolusi, akan tetapi hasil penyelidikan mereka 

dianggap bersumber pada laporan BPKP yang telah masuk keranjang sampah 

alias tidak ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut pihak BPKP membantah jika 

dikatakan KAP-KAP terindikasi kolusi ketika melakukan audit terhadap BBKU. 

Dalam audit terhadap bank-bank tersebut, memang sebagian besar KAP 

memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian kepada bank-bank yang sebulan 

kemudian ternyata collapse, sehingga terpaksa untuk dibekukan 

(www.hukumonline.com, 2001). 

Adapun kasus lain terjadi pada Kantor Akuntan KPMG Indonesia yang 

digugat di AS. KPMG Siddharta Siddharta & Harsono (KPMG-SSH) dan Soni 

Harsono merupakan KAP ternama di Jakarta yang menjadi tergugat di pengadilan 

AS. Walaupun kasus tersebut telah dianggap selesai namun KPMG-SSH harus 

menanggung malu, karena terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 

http://www.hukumonline.com/
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US$ 75 ribu. Penyogokan ini sebagai siasat diterbitkan faktur palsu untuk biaya 

jasa professional KPMG yang harus dibayar kliennya pada PT Easman 

Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc yang tercatat di bursa New York. 

Penyogokan ini dilakukan untuk mengurangi pajak Easmen Christensen dimana 

semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, penasehat anti suap 

Baker mesiasati dengan melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat 

eksekutifnya untuk menghindari resiko lebih besar. Badan pengawas pasar modal 

AS yaitu Securities & Exchange Commission menjeratnya dengan Foreign 

Corrupt Practices Act merupakan undang-undang anti korupsi untuk perusahaan 

Amerika di luar negeri. (www.hukumonline.com, 2001). 

Salah satu contoh kasus lain di luar negeri adalah Deloitte & Touche yang 

dituntut oleh wali pengawas perusahaan penyalur kredit dengan nilai tak kurang 

dari tujuh setengah milyar dollar persisnya (7.6 Milyar dollar AS). Kegagalan 

kantor akuntan publik tersebut disinyalir adanya penyelewengan dana yang 

akhirnya menyeret perusahaan klien menuju kebangkrutan. Tuntutan hukum ini 

diajukan oleh wali pengawas kebangkrutan Taylor, Bean & Whitaker Mortage 

Corp. (TBW) dan anak perusahaan di Oscala. (www.reuters.com, 2011) 

Beragam kondisi kasus pembekuan izin terhadap akuntan publik dan 

kantor akuntan publik juga terjadi di Indonesia, kasus ini kerap dilakukan oleh 

Departemen Keuangan. Hal ini didasarkan pada keputusan menteri keuangan 

republik Indonesia nomor 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang sanksi 

pembekuan izin akuntan publik Ben Ardi, CPA penetapan sanksi pembekuan izin 

itu berdasarkan peraturan menteri keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

akuntan publik. AP Ben Ardi, CPA, telah dikenakan sanksi pembekuan selama 6 

bulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan dari 

PPPK terhadap akuntan Publik Ben Ardi, CPA dari KAP Jamaludin, Ardi, 

Sukinto dan Rekan. Dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik Ben Ardi, CPA 

belum sepenuhnya mematuhi standar audit (SA)-SPAP dalam pelaksanaan audit 

umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk Tahun Buku 2013. 

(www.pppk.kemenkeu.go.id, 2015) 

Fenomena yang terjadi di Bandung yakni surat keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 704/KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008, izin akuntan publik 

http://www.hukumonline.com/
http://www.reuters.com/
http://www.pppk.kemenkeu.go.id/
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Drs. Sugiono Poulus, MBA telah dibekukan untuk jangka 6 bulan terhitung sejak 

tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat 

melakukan pelanggran terhadap SPAP. KAP Sugiono Poulus dapat kembali aktif 

pada Juni 2009 dengan ketentuan harus mematuhi Standar Auditing (SA) serta 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Selain itu, Akuntan 

Publik Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM pernah melakukan pelanggaran 

terhadap Standar Auditing (SA) serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia 

(Dapenpos) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: KEP-443/KM.6/20, Akuntan Publik Drs. E. Ristandi 

Suhardjadinata, MM, dibekukan untuk jangka waktu 6 bulan. Adanya pelanggaran 

tersebut maka audit yang dihasilkan tidak berkualitas, tentunya ini sangat 

berpengaruh terhadap perencanaan audit. Perencanaan audit yang telah dibuat 

harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan agar tidak terjadi kesalahan auditor 

dalam dalam mengaudit data.  

Berdasarkan beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa KAP belum 

sepenuhnya melaksanakan setiap pekerjaan audit sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hasan Bisri 

mengungkapkan, sampai hari ini masih ada KAP yang bandel. Mereka tidak 

melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) “Kami menemukan masih ada rekaya” (tempo.co.id, 2013). 

Banyaknya kasus yang terjadi pada auditor dari akuntan publik mendorong 

suatu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) harus memperhatikan dan mempersiapkan 

antisipasi terhadap hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam 

melakukan perencanaan audit hal ini tentunya sangat penting untuk tahap awal 

dalam melakukan audit. Perencanaan audit yang dikerjakan secara efektif 

tentunya akan menghasilkan laporan audit yang lebih baik dan memadai, karena 

tahapan perencanaan audit menentukan dasar utama untuk menerima klien sampai 

dengan proses audit. Dalam perencaan audit juga harus memahami risiko-risiko 

bisnis klien serta hal-hal penting yang menyangkut dalam tahapan perencanaan 

audit agar terlaksana dengan efektif dan efisien. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan audit 

menurut Alvin A. Arens (2012, hlm. 269) adalah risiko audit, auditor menangani 

risiko dalam perencanaan audit umumnya dengan menggunakan model risiko 

audit. Model ini berasal dari literature professional dalam PSA 26 (SA 350) 

tentang pengujian sampel audit dan dalam PSA 25 (SA 312) tentang materialitas 

dan risiko. Perlunya pemahaman yang mendalam atas model tersebut agar mampu 

melakukan perencanaan audit yang efektif. 

Beberapa upaya yang dilakukukan salah satunya adalah dengan 

melaksanakan sistem pengendalian mutu KAP yang dituangkan dalam Pernyataan 

Standar Pengendalian Mutu KAP (PSPM), pernyataan ini menetapkan bahwa 

setiap KAP wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-

unsur pengendalian mutu serta hal-hal yang terkait dengan implementasi secara 

efektif dalam sistem tersebut agar tidak terjadi kembali kesalahan maupun kasus 

korupsi yang pada auditor maupun KAP sendiri. Hal ini menjadi fokus Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) dalam menjalankan sistem pengendalian mutu KAP dan 

tetap mengawasi izin akuntan publik dalam standar kerjanya. 

Setiap KAP pada dasarnya mempunyai Sistem Pengendalian Mutu sendiri-

sendiri. Standar Pengendalian Mutu tersebut dilandaskan pada (PSPM 01-03), 

dimana menyatakan bahwa KAP-KAP akan di review oleh BPKP sebagai badan 

pengawas kegiatan operasi dalam menjalankan jasa akuntan publik agar tidak 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan kekuangan. 

Pada dasarnya pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga 

yang mewadahi para akuntan Indonesia dan semestinya harus tanggap terhadap 

adanya aturan baru yang berlaku secara internasional maupun kebijakan terbaru 

lokal untuk melakukan auditor, sehingga dengan adanya keseragaman KAP lokal 

tidak akan kalah bersaing dengan KAP non-lokal serta kepercayaan kepada 

auditor-auditor manjadi lebih baik sebagai wadah suatu lembaga yang 

menjalankan pekerjaannya dalam membantu masalah keuangan perusahaan. 

Sistem Pengendalian Mutu KAP akan berjalan dengan baik dan benar, jika 

adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah. Hal ini diperankan oleh 

BPKP berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 Pasal 3 huruf P yang menyatakan 

bahwa BPKP mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan kantor 



6 
 

Siti Nurrohmah, 2015 
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS 
PERENCANAAN AUDIT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

akuntan publik. Pengawasan juga dilakukan secara internal oleh pihak IAI agar 

tidak luput dari perhatian pemerintah dan memberikan sanksi apabila terjadi 

pelanggaran oleh anggotanya sebagai suatu lembaga akuntan yang dibawahinya, 

sanksi dilakukan dapat dengan peringatan maupun berat seperti pembekuan izin 

dalam beberapa jangka waktu yang ditetapkan (Firmansyah, 2005).  

Berdasarkan perjalanannya sifat evaluasi yang dilakukan oleh BPKP 

merupakan penilaian atas ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan tentang pelaksanaan penugasan bagi KAP yang terdaftar izinnya. 

Penilaian ini didasarkan atas ruang lingkup evaluasinya terdiri dari ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap standar auditing, 

kepatuhan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia dan keandalan Sistem 

Pengendalian Mutu (SPM) yang diterapkan oleh KAP serta penerapannya pada 

pelaksanaan penugasan audit dilapangan. Hal ini dilakukan agar setiap KAP yang 

terdaftar izin terpantau dan dapat selalu diawasi dalam semua kegiatannya sesuai 

dengan keseragaman standar ketetapan serta kebijakan pemerintah. 

Pada tahun 2002 IAI-KAP menjadi Komandan Peer Review (Media 

Akuntansi, Edisi 22/Nov-Des/2001) artinya Peer Review yang selama ini 

dilakukan oleh BPKP, akan dilakukan oleh Tim Independensi dari IAI-KAP 

sendiri. Tim tersebut terdiri dari pihak independensi IAI-KAP dan pihak dari 

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Dengan peer review tersebut, para kantor akuntan publik akan menerapkan Sistem 

Pengendalian Mutu dan mematuhi peraturan-peraturan dengan baik dan benar. 

Diharapkan untuk kedepannya tidak terjadi kembali penyelewengan dan 

kesalahan oleh auditor pada setiap KAP dalam melakukan kegiatannya. 

Pengalaman kasus yang pernah terjadi serta dengan melihat kebijakan 

pemerintah terbaru dan didasari oleh adanya Sistem Pengendalian Mutu tersebut, 

hal ini tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan 

penugasan audit dan proses penugasan dilapangan diantaranya terhadap 

perencanaan audit. Perencanaan keuangan audit merupakan tahap yang sangat 

penting dalam penugasan audit. Kualitas perencanaan audit yang baik, maka 

dengan sendirinya sangat menentukan kualitas tahap-tahap penugasan audit 
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berikutnya. Seorang auditor haruslah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan 

peraturan yang telah ada dan suatu kebijakan. 

Perencanaan audit harus dilakukan oleh sebuah KAP dalam setiap 

penugasannya karena dengan merencanakan penugasannya dengan baik maka 

akan mendapatkan bukti kompeten yang mencakupi dalam situasinya pada saat 

itu, menghemat biaya audit dan menghindari salah pengertian dengan klien. 

Penekanan biaya yang wajar KAP akan bersaing sehingga para kliennya tidak 

akan lari darinya dengan seperti itu kantor akuntan tersebut benar-benar kompeten 

dibidangnya.  

Penerapan sistem pengendalian mutu yang baik tentunya akan 

berpengaruh terhadap perencanaan audit. Karena di dalam system pengendalian 

mutu terdapat hal penting untuk melakukan awal perencanaan audit, yaitu 

menerima klien baru atau melanjutkan kembali dengan klien lama. Dengan 

demikian system pengendalian mutu yang diterapkan di KAP akan mempengaruhi 

terhadap proses perencanaan audit yang dilakukan secara efektif.  

Dalam menguatkan latar belakang masalah, pada penelitian ini disajikan 

beberapa fakta megenai penelitian terdahulu sebagai berikut. 

a. Penelitian Rani (2013) memberikan hasil bahwa sistem pengendalian mutu 

berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan audit.  

b. Penelitian Kiky Sarra Apsari (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hanya sistem pengendalian mutu KAP yang memiliki hubungan terhadap 

perencanaan audit.  

c. Penelitian Anggraeni dan Badera (2013) memberikan hasil bahwa unsur-unsur 

sistem pengendalian mutu, yaitu independensi, penugasan personel, supervise, 

dan inspeksi berpengaruh positif pada kinerja auditor di KAP provinsi Bali.  

d. Penelitian Christine, Martusa R, dan Verani (2011) menyatakan bahwa secara 

keseluruhan, persepsi auditor atas sistem pengendalian mutu kantor akuntan 

publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.  

e. Penelitian Andreas Lili (2010) bahwa dengan penerapan pelaksanaan sistem 

pengendalian mutu pada kantor akuntan publik akan berpengaruh terhadap 

kualitas pelaksanaan penugasan audit dan proses penugasan, terutama 

perencanaan audit, dimana perencanaan audit mereupkan tahapan yang sangat 
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penting karena kualitas perencanaan audit sangat menentukan kualitas tahap-

tahap penugasan audit. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahun 2013 

Indonesia telah menganut audit berbasis ISA (Internasional Standars on Auditing) 

atau Indonesia telah menganut audit berbasis SA (Standar Audit). Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh sistem pengendalian 

mutu KAP terhadap efektivitas perencanaan audit setelah akuntan publik 

menerapkan ISA atau SA. Selain itu perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

peneliti menggunakan teori perencanaan audit dari Merries. 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan sistem 

pengendalian mutu KAP sebagai variable X karena di dalam system pengendalian 

mutu terdapat hal penting untuk melakukan awal perencanaan audit, yaitu 

menerima klien baru atau melanjutkan kembali dengan klien lama. Dengan 

demikian system pengendalian mutu yang diterapkan di KAP akan mempengaruhi 

terhadap proses perencanaan audit yang dilakukan secara efektif. Sedangkan 

perencanaan audit sebagai variable Y karena dengan merencanakan penugasannya 

dengan baik maka akan mendapatkan bukti kompeten yang mencakupi dalam 

situasinya pada saat itu, menghemat biaya audit dan menghindari salah pengertian 

dengan klien, sehingga dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah 

penerapan sistem pengendalian mutu KAP memiliki hubungan positif dengan 

efektivitas perencanaan audit, oleh karena itu penulis mengambil judul 

“Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap 

Efektivitas Perencanaan Audit”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengendalian mutu pada KAP di Bandung dan Cimahi? 

2. Bagaimana efektivitas perencanaan audit pada KAP di Bandung dan 

Cimahi? 

3. Apakah sistem pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap efektivitas 

perencanaan audit pada KAP di Bandung dan Cimahi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian mutu pada KAP di Bandung dan 

Cimahi. 

2. Untuk mengetahui efektivitas perencanaan audit pada KAP di Bandung 

dan Cimahi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap 

efektivitas perencanaan audit pada KAP di Bandung dan Cimahi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lebih lanjut terutama dalam 

masalah sistem pengendalian mutu KAP serta hubungannya dengan proses 

perencanaan audit sampai diterbitkannya laporan audit. 

2. Pengembangan Ilmu Akuntansi Khususnya Auditing 

Hasil auditing ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang 

berkaitan tentang pengaruh sistem pengendalian mutu KAP terhadap 

efektivitas perencanaan audit. 

1.4.2 Kegunaan Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi: 

1. Auditor KAP 

Bagi auditor publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memberikan informasi 

tentang sistem pengendalian mutu KAP dalam proses efektivitas 

perencanaan audit. 

2. Kantor Akuntan Publik 

Penelitan ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh sistem 

pengendalian mutu KAP terhadap perencanaan audit, sehingga dapat 

digunakan sebagai masukan bagi auditor untuk menentukan rencana 

selanjutnya.  
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3. Pengguna Jasa Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

sampai sejauh mana melakukan sistem pengendalian mutu KAP dan 

efektivitas perencanaan audit dengan baik, sehingga dapat menjadi 

pertimbangan dalam penggunaan jasa KAP dimasa yang akan datang. 


